
BUPATI WAKATOBI
PERATURAI{ BUPATI WAI(ATOBI

NOMOR : 18 TAHUN 2OO9

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN WAKATOBI

BUPATT WAI(ATOB|,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal b peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten frakatobi, mari oifanoang
perlu menetapkan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan umum pertambangan dan Energi
Kabupaten Wakatobi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupatiwakatobi.

Mengingat : 1. urrdang-Undang Nomor 8 Tahun 1gr4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubik
lndonesia Tahun 19gg Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 38g0);

Undang-Undang Nomor 28 Talrun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korups[
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

2.

3.

4.

5.
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(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 200s Nomor 1og,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4s4g)
dan diubatr lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o0titentang Perubahan Kedua atas Unding-Undang Nomor 82
Tahun 2004 tentang pemerintahan Daera-h (Lembiran Negara
Republik lndonesia Tahun 2oog ttomoi s9, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44i);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pem6rintah oaeian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44Bg):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19gg tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaian Negara
Republik lndonesia Tahun lggg Nomor 10, Termbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373i;

8. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentang F,edoman
Pembentukan organisasi dan perangkat Daerah 

-(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun zoo-s IrJomor 14, Termbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiin pegawa"i
Negeri sipil (Lembaran Negara Repubtik tndonesia tanunlooe
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2oo7 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi[.
lndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan

.Daerah Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20og tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2O0g Nomor 5);

14. Peraturan Bupati wakatobi Nomor 5 Tahun 200g tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengajuan dan pembahasan peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan lnstruksi
Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.

5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten
Wakatobi yang selanjutnya disingkat Dinas pU dan p-ertamben

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
Kabupaten Wakatobi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan
dan Energi Kabupaten Wakatobi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi kabupaten
Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bar,vah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

pasal 3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berrCaearkan .t|

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan
energi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan
energi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum, pertambangan dan energi;

c. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan periengkapan;

3. Subbagian program;

c. Bidang Bina Marga terdiri dari :

1' seksi Bangunan, pemeriharaan Jaran dan Jembatan;
2. Seksi peralatan dan perbekalan.

d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Ciptra Karya,

2. seksi Perumahan, penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :

1. Seksi Pertambangan;

2. Seksi Energi.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab' kepada
Kepala Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e
masing-masing dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalarrt
memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program,
evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Serkretariat
mempunyaifungsi :

*



a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan
dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan,
pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;

Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan
keuangan, perbendaharaan, verifikasi, peiaporan dan- pertanggungjawaban
keuangan;

Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;

Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
dan

Peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

c.

d.

A

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan

c. Subbagian Program.

(2) subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanglundjawan
kepada Sekretaris.

Pasal 9

subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman
dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusin ketaiausahaan, surat-
menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga,
administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendfdikan dan pelatihan apaiaiur
serta hukum dan Perundang-undangan.

subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun
pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinailen
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan
pengelolaan barang dan aset Dinas.

subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi
dan pelaporan program Dinas.

(1)

(2)

t(3)

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakeanekan sebagian tugee Dlnae dl
bidang petencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan oerta
pengelolaan dan pengawasan peralatan dan perbekalan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bldang
Bina Marga mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;



c.

d.

e.

f.

g.

Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan danpemeliharaan jalan dan jembatan;

Pengkoordinasian pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan atas
pemanfaatan/penggunaan jalan dan jembatani

Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi Bidang Bina Marga;

Penyediaan, pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan suku cadang
peralatan dan perbekalan;

Pelaksanaan penyusunan progrem, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga;
dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Bina Marga terdiri dari :

a. Seksi Bangunan, pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
:-eorang Kepala sekg! yang berada di bawah dan bertlngguni jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 13

seksi Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanain,
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan,

seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyaitugas menghimpun pedoman danpetunjukteknis, melaksanakan penyediaan, pengelolian, pengawasan, dan
pemeliharaan suku cadang peralatan dan perbekalan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keempat

Bidang Cipta Karya

{
Pasal 14

Bjdang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang perencanaan, pembangunan, pengawasan penyehatan- lingkungan
permukiman dan air bersih.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang
Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan
pemeliharaan perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan air bersih;

c. Pengkoordinasian pemberian rekomendasi perizinan Bidang Cipta Karya;

d. Pengawasan dan pengendalian perumahan, penyehatan lingkungan
permukiman dan air bersih;

e. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi Bidang Cipta Karya;
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Pelaksanaan penyusr.,rnan program, evaluasi dan pelaporan Bidang cipta Karya;
dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

a. SeksiCipta Karya;

b. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.

seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertangguna jawab kepada
Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 17

seksi cipta Karya mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis, melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik gedung milik pemerintah dan
non pemerintah.

seksi Perumahan, Penyehatan, Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas
menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaln,
pembangunan, pengendalian dan pengawasan penyehatan lingkungan
permukiman meliputi drainase, abrasi pantai dan aliran sungai, 6renatian
lingkungan permukiman serta pengelolaan sarana dan prasaranaair bersih.

Bagian Kelima

Bidang Pertambangan dan Energi

Pasal 18

Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang pemetaan kawasan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan
serta pengendalian kegiatan pertambangan dan energi.

{l

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Pertambangan dan Energi mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;

b, Pengkoordinasian dan pelaksanakan pemetaan kawasan, konservasi dan
reklamasi lingkungan serta pengendalian dan pengawasan pertambangan dan
energi;

c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan bidang pertambangan dan
energi;

d. Pelaksanaan pembinaan jasa bidang pertambangan dan energi;

e. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas, kecuali bahan
radioaktif pada wilayah laut;

f. Pengusahaan pertambangan umurn, air bawah tanah, ketenagalistrikan dan
energi;

'l I I
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g. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan BidangPertambangan dan Energi; dan

h' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

pasal 20
(1) Bidang Pertambangan dan Energiterdiridari :

a. Seksi Pertambangan;

b. Seksi Energi.

(2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin orehKepala seksi yang berada di bawah cln neitanggung jawab kepada KepalaBidang Pertambangan dan Energr.

Pasal 21

(1) seksi Pertambangan.mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis, mengumpurkan data/samper hasir survey, menyusun program,
mengendalikan dan mengawasi pengusahaan pertambangan'umum,-sumber
daya mineral dan energi non migas slrta bahan g.riJn golo-ngan c. ' r

(2) Sefsi Energi mem.punyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis,rnelaksanaan pembinaan dan penyediian iumber d.y" 
"n"rgi, 

penelitian danpengelolaan sumber daya minerat Lir bawah tanah.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

pasal 22
(1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UpTD.
(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis

operasional dan teknis penunjang Dinas.

(3) UPID sebagaimana.d.ima.ksud pada ayat (1), pembentukan organisasidan tata
kerjanya ditetapkan rebih ranjut dengan peraturan Bupati. d

(4) IJPTD.dipimpin-oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketuluh

Kelompok Jabatan Fungelonal

Pasal 23

(1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagiarr
tugas Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan enlrgi
sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undanga'n
yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undingan yang
berlaku.

?



Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerla
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip l6ordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar
Satuarr Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta fetunjuk dalam
pelaksanakan tugas bawahannya.

setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan iaporan berkala-[ada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untu( memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh
pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
birnbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

PEIVGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala $eksi di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

s

(5)

(6)

(4)
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BAB VI

PEMBIAYAAN

pasal 2g

Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankran pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

lengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengin ketentuan F"rrno'ang_r'lrnj"n
yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN
pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau
tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
padatanggal lg-e" 2009
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(2)
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pada tanggal
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